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TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat
(1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka
Kreditnya, Perpustakaan Nasional sebagai Instansi
Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan wajib
menyusun Pedoman Formasi Jabatan Fungsional
Pustakawan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pedoman

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4774);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
289);

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan

dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia



Menetapkan
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Tahun 2016 Nomor 714);

9 Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3
Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala
Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN.

Pasal 1
Pedoman  Penyusunan Formasi Jabatan  Fungsional
Pustakawan tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan

Nasional ini.

Pasal 2

Pedoman  Penyusunan Formasi Jabatan  Fungsional

Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

merupakan pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian

Pusat dan Daerah untuk:

a. melakukan analisis kebutuhan, penghitungan,
penyusunan, pengusulan formasi Jabatan Fungsional
Pustakawan bagi Pegawai Negeri Sipil di instansi Pusat
dan Daerah; dan

b. mendapatkan jumlah dan susunan jenjang Jabatan
Fungsional Pustakawan sesuai dengan beban kerja yang
dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara
profesional dan memungkinkan pencapaian jumlah
angka kredit yang ditentukan dalam kenaikan jabatan

dan/atau pangkat Fungsional Pustakawan.
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Pasal 3
Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Desember 2017

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



2017, No.1867

LAMPIRAN

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

SISTEMATIKA

Bab 1 : Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Tujuan

C. Ruang Lingkup
D. Pengertian

Bab Il : Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan
A, Ketentuan Umuim
B. Penghitungan dan Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional
Pustakawan
1. Penghitungan Formasi
a. Analisis Kebutuhan dan Beban Kegja
b. Langkah-langkah Penghitungan dan Penyusunan
Formasi
2. Penyusunan Formasi
C. Pengusulan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional
Pustakawan
1. Pengusulan Formasi pada Instansi Pusat
2. Pengusulan dan Penetapan Formasi pada [nstansi Daerah

BabIll : Penutup

ANAK LAMPIRAN:

Tugas Pokok Pustakawan;

Centoh Perhitungan Fermasi Pustakawan Terampil
Contoh Perhitungan Formasi Pustakawan Mahir
Contoli Perhitnngan Formasi Pustakawan Penyelia
Contol Perhitnngan Formasi Pustakawan Ahli Pertama
Contoh Perhitungan Formasi Pustakawan Ahli Muda
Contoh Perhitungan Formasi Pustakawan Ahli Madya
Contoli Perhitungan Formasi Pustakawan Ahli Utama

e OE A
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BAB [
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan
dan Angka Kreditnya, Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa
pengangkatan Pegawai Negeri 8ipil dalam Jabatan Fungsional
Pustakawan dilaksanakan sesuai dengan formasi. Formasi Jabatan
Fungsional Pustakawan diperlukan dalam perencanaan PNS secara
nasional serta terpenuhinya jumlall dan mutu pejabat fungsional
Pustakawan pada instansi Pusat dan Daerah. Hal ini selaras dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Taliun 2000 tentang Formasi Pegawai
Negeri Sipil.

Perpustakaan Nasional RI, sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional
Pustakawan mengemban tugas utuk menyediakan berbagai acuan baku
yang berupa peraturan dan berbagal pedoman teknis terkait dengan
pengembangan dan pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan di
Indonesia. Salah satunya adalah menerbitkan Peraturan Kepala
Perpuistakaan Nasional tentang Pedoman Penyusunan formasi Jabatan
Fungsional Pustakawan. Pedoman ini mierupakan dasar pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Pustakawan serta
kenaikan jabatan dan/atau pangkat pejabat fungsional Pustakawan di
Perpustakaan.

B. Tujuan

Pedoman ini ditujukan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan
Daerah dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Pustakawan
untuk:

1 Melakukan analisis kebutuhan, penghittingan, penyusunan,
pengusulan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan bagi PNS di
instansi Pusat dan Daerah; dan

2 Mendapatkan jumlah dan susunan jenjang Jabatan Fungsional
Pustakawan sesuai dengan beban kerja yalig dilaksanakan dalam
jangka waktu tertentu secara profesional dan memungkinkan
pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan dalam kenaikan
jabatan dan/atau pangkat fungsional Pustakawan.

www.peraturan.go.id
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C. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat uraian tentang ketentuan umum, penghitungan
dan penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan, yang
meliputi: penghitungan formasi berdasarkan analisis kebutuhan dan
beban kerja, langkah-langkalh penghitungan dan penyusunan formasi,
lowongan fermasi, serta pengusulan dan penetapan formasi Jabatan
Fungsional Pustakawan di instansi Pusat dan Daerah, disertai contoh
perhitungan formasi pustakawan per jenjang jabatan.

D. Pengertian

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya
cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang
baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian,
inforinasi, dan rekreasi para pemustaka.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

&

Pejabat Fungsional Pustakawan adalali PNS yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan
kepustakawanan.

4. Jabatan Fungsional Pustakawan yang selanjutiiya disingkat JFP
adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan
kepustakawanan.

Tugas Fokok Pustakawan adalah melaksanakan kegiatan di bidang
kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan
perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan.

Gt

g‘\

Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang
meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan
Penigembangan Sistem Kepustakawanan.

7. Pengelolaan Perpustakaan meliputi perencanaan penyelenggaraan
kegiatan perpustakaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan

kegiatan perpustakaan.

8. Pelayanan Perpustakaan meliputi pelayanan teknis dan pelayanan
pemustaka.

9. Pengembangan Sistem Kepustakawanan meliputi pengkajian
kepustakawanan, pengembangan kepustakawanan, penganalisisan/
pengkritisian karya kepustakawanan, dan penelaahan

pengembangan sistem kepustakawanan.

10. Pengembangan Profesi meliputi pembuatan karya tulis/karya ilmiah
di bidang kepustakawanan, penerjemahan/penyaduran buku dan
bahan lain bidang kepustakawanan, dan penyusunan buka

www.peraturan.go.id
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pedoman/ketentuan  pelaksanaan/ketentuan  teknis  Jabatan
Fungsional Pustakawar.

11. Angka Kredit yang selanjutnya disingkat AK adalah satuan nilai dari
setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang
harus dicapai oleh Pustakawan dalam rangka pembinaan karir yang
bersangkuitan.

12. Formasi adalah jumlah dan susunan jabatan/pangkat PNS yang
dibutuhkan oleh satuan organisasi negara dalam jangka wakto
tertentt untuk manmpu melaksanakan tiigas pokok dalam jangka
waktu tertentu.

13. Forniasi Jabatan Fungsional Pustakawan adalah junilah dan
susunan jabatar/pangkat Pustakawan yang diperlukan oleh umnit
kerja perpustakaan di instansi Pusat dan Daerah agar mampu
melaksanakan tugas pokok kepustakawanan dalam jangka waktu
tertentu yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.

14. Rincian tambahan alokasi formasi adalah keseluruhan usulan atau
kumpulan formasi jabatan yang digjukan oleli instansi Pusat
maupun Daerah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.

15. Analisis Kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan adalah suatu
proses penghitungan secara logis dan teratur dari dasar-dasar atau
faktor-faktor yang ditetapkan untuk dapat menentukan jumlah dan
jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan yang diperlukan oleh suata
instansi Pusat dan Daerah untuk mampu melaksanakan tugasnya
secara berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan.

16. Beban kerja adalah volume kegiatan atan sejumlah target pekerjaan
kepustakawanan yang harus diselesaikan oleh Pustakawail sesuai
dengan jenjang jabatannya dalam jangka wakiu tertentu.

17. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah proses
menetapkan jumlah jam kerja pegawai yang dibutubkan untuk
merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.

18. Jam kerja efektif adalah jam kerja nyata sesuai dengan ketentuan
jam kerja setahun setelah dikurangi hari libur resmi, hak cuti, dan
walktu lnang,

19. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan
dengan hormat dari PNS.

20. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

21. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga  pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

22. Instansi Daeralh adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat
daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat
dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis
daerah.

www.peraturan.go.id
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23. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang mempuhyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan
manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangar.

24. PPK Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri,
Pimpinan Lembaga Pemerintalh Non-Kementerian, Pimpinan
Kesekretariatan  Lembaga  Tinggi Negara, serta Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktiiral
eselon [ dan bukan merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non-Kementerian.

25. PPK Daerah Provinsi adalah Gubernur.

26. PPK Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

BABII

PENYLISUNAN FORMASIT
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

. Ketentuan Umnm

1. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis
Jabatan PNS.

2. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan pada
dasarnya disebabkan <adanya formasi Jabatan Fungsional
Pustakawail sesuai jenjang jabataniiya.

3. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional
Pustakawan dilakukan untuk jangka waktu S (lima) tahun yang
diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

4. Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan pada Perpustakaan di
Instansi Pusat dan Daerah disusun berdasarkan analisis kebutuhan
Jabatan Fungsional Pustakawan dengan menghitung rasio
keseimbangan attara beban kerja dan jumlah pejabat fungsional
Pustakawan yang diperlukan untuk melaksanakan  tugas
kepustakawanan sesuai dengan jenjang jabatannya.

an

. Lowongan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan terjadi apabila
ada lowongan Jabatan Fungsional Pustakawan yang belum terisi,
atau adanya pejabat fungsional Pustakawan yang berhenti atau
meninggal dunia atau pensiun atau adanya peningkatan volume
beban kerja dan pembentukan perpustakaan baru.

.G‘\

Beban kerja merupakan dasar yang digunakan untuk penghitungan
formasi Jabatan Fungsional Pustakawan yang tertuang dalam
program kerja dan kegiatan perencanaan strategis Perpustakaan.
Tambahan beban kerja yang bersifat individual dan tidak

www.peraturan.go.id
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berhubungan dengan program kerja Perpustakaan, tidak digunakan
sebagai dasar penghitungan.

B. Penghitungan dan Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan
1. Penghitungan Formasi

Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan didabuolai
dengan menganalisis kebutihan dan beban kerja Jabatan Fungsional
Pustakawan di Perpustakaan pada instansi Pusat dan Daerall dengan
memperhatikan peta jabatan di masing-masing unit organisasi yang
menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuban PNS untuk
setiap jenjang jabatan dan kendisi geografis, jumlah penduduk serta
rasio alokasi aniggaran belanja pegawai.

a. Analisis Kebutuhan dan Beban Kerja
1) Analisis kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dilakukan
berdasarkan hasil identifikasi atas seberapa banyak keluaran
(output) yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu.
Selanjutnya hasil keluaran tersebut diterjemiahkan ke dalam
jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas
pokek kepustakawanan.

Tugas pokok kepustakawanan, sebagaimana terdapat pada

Anak Lampiran 1, meliputi: (1) Pengelolaan Perpustakaan; (2)

Pelayanan Perpustakaan; dan (3) Pengembangan Sistem

Kepustakawanan, dengan memperhatikan:

a) Jenis pekerjaan, yaitu berbagai macam pekerjaan yang harus
dilakukan oleh Perpustakaan dalam melaksanakan tugas
pokok kepustakawanan yang bersifat rutin setiap tahun dan
jenis pekerjaan yang dapat diciptakan dalam tahun tersebut.

b) Sifat pekerjaan, yaita berbagai aspek yang mempengaruli
waktu penyelesaian pekerjaan  ditinjau dari sudut
pelaksanaan pekerjaan kepustakawanan.

c) Beban kerja, yaitu jumlah semua kegiatan/tugas yang harus
diselesaikan oleh seorang Pustakawan selama periode
tertentu dalam keadaan normal yang diukur dengan hari
melakukan kegiatan kepustakawanan;

d) Kapasitas pejabat fungsional Pustakawan, yvaitu kemampuan
Pustakawan dalam melaksanakann berbagai kegiatan
kepustakawanan sesuai dengan jenjang jabatan yang telah
ditentukan;

¢) Prinsip pelaksanaan pekerjaan, yaitu pekerjaan yang
dilakukan sendiri oleh Pustakawan yang bersangkutan dan
bukan diberongkan atau dipihakketigakan.

f) Peralatan yang tersedia atau diperkirakan akan tersedia
dalam melaksanakan pekerjaan kepustakawanan.

www.peraturan.go.id
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2) Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang pejabat

fungsional Pustakawan diperoleh dengan menghitung volume
rata-rata setiap pekerjaan pejabat fungsional Pustakawan dalam
jangka waktu tertentut.
Proses penyusunan analisis beban kerja harus memperhatikan
penetapan waktu kerja efektif dan penetapan standar
kemampuan rata-rata pegawai. Penetapan waktu kerja efektif
untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan dalam satu
tahun adalah 1.250 jam. Penetapan standar kemampuan rata-
rata pegawai merupakan penetapan waktu penyelesaian tugas
masing-masing jenjang jabatan Pustakawan dalam melakukan
tugas kegiatan Kkepustakawanan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabafan
Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

b. Langkah-langkal Penghitungan dan Penyusunan Formasi

1) Inventarisasi sehlurvh kegiatan tugas pekek Pustakawan yang
mendapatkan penilaian AK sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur® Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya serta Peraturan
Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan
Angka Kreditnya berikut perkiraan jumlah/voltiime hasil (output)
dari setiap butir kegiatan selama kurun waktu tertentu;

2) Inventarisasi nilai AK untuk setiap butir kegiatan tugas pokok
Pustakawan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birekrasi
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan
dan Angka Kreditnya serta Peraturan Kepala Perpustakaan
Nasional Rl Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tekmnis
Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditiya. Besaran
AK tersebut telah mencerminkan jam kerja efektif' yang
diperlukan untuk menyelesaikan setiap hasil (outpuf) kegiatan;

3) Gunakan jam kerja efektif sebesar 1.250 jam per tahun
berdasarkan jam kerja dinas sebanyak 37 jam 30 menit dalam
satu minggu dikurangi waktu tambah dan waktu boros;

4) Hitung rata-rata AK per jam untuk setiap jenjang Jabatan
Fungsional Pustakawan dengan cara membagi selisih AK
kumulatif minimal jenjang pangkat di atasnya dengan AK
kumulatif minimal di jenjang pangkatnya dengan perkalian
antara masa kerja kepangkatan secara normal (4 tahon) dan
jumlah jam kerja efektif selama setahun, sebagaimana berikuit
ini:
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a) Pustakawan Teranipil, pangkat Pengatur Muda Tingkat 1
(l1/Dh) sampai dengan Pengatur Tingkat [ (II/d) = 20 : (1.250
X 4) = 0,004 AK/jam.

b) Pustakawan Mahir, pangkat Penata Muda (II/a) sampai
dengan Penata Muda Tingkat [ (III/b) = S0 : (1.250 x 4) =
0,010 AK/jam.

¢) Pustakawan Penyelia, pangkat Penata (IlI/¢) sampai dengan
Penata Tingkat I (Il1/d) = 100 : (1.2530 x 4) = 0,020 AK/jam.

d) Pustakawan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (II/a)
sampai dengan Penata Muda TK I (IlI/b) = 50 : (1.250 x 4) =
0,010 AK/jam.

¢) Pustakawan Ahli Muda, pangkat Penata (Il/c) sampai
dengan Penata TK [ (II/d) = 100 : (1.250 x 4) = 0,020
AK/jani.

f) Pustakawan Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai
dengan Pembina Utama Muda (IV/e) = 150 : (1.250 x 4) =
0,030 AK/jam.

g) Pustakawan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya
(IV/d) = 200 : (1.250 x 4) = 0,040 AK/jam.

Keterangan:

= Angka 1.250 adalah jumlah jam kerja efektif per tahun.

¢ Angka 4 adalah masa kerja kepangkatan secara normal
untuk kenaikan pangkat dan/atau Jabatan Fungsional
Pustakawan setingkat lebih tinggi.

= Angka 20, 50, 100, 150 dan 200 adalah AK kumulatif
minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pejabat fungsional
Pustakawan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan
setingkat lebih tinggi, mulai dari Pustakawan Terampil
sampai dengan Pustakawan Ahli Utama.

5) Hitung perkiraan volume kegiatan atau hasil kerja (output)
pejabat fungsional Pustakawan sesuai dengan jenjang jabatan
di Perpustakaan di Instansi Pusat dan Daerah selama 1 (satu)
tahun;

6) Hitung waktu efektif penyelesaian per hasil (output) kegiatan
dengan cara membagi besaran AKX untuk setiap butir kegiatan
tertentu dengan rata-rata AK per jam (dari hasil penghitungan
angka (4) di atas), sesual jenjang jabatan yang bersangkutan;

7) Hitung waktu efektif penyelesaian per butir kegiatan dengan
cara mengalikan waktu efektif penyelesaian (hasil penghitungan
angka (6) di atas) dengan velume kegiatan atau output (angka
(5)) kegiatan dalam satu tahun, dalam jenjang jabatan yang
bersangkutan;

8) Hitung jumlah wakto penyelesaian kegiatan dari selurubr butir
kegiatan dalam satu taliun tersebut sesuai dengan jenjang
jabatan yang bersangkutan;
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Catatan:

1. pada butir kegiatan Melakukan layanan peminjaman dan
pengembalian  koleksi untuk pustkawan terampil,
perhitungan memperhatikan aspek penggunaan teknologi
sehingga jumlah waktu penyelesaian dibagi 10 (t1-rumus
ranganathan)

2. kegiatan mengelola jajaran koleksi perpustakaan
(shelving) merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai
dari pengumpulan koleksi yang telah dibaca dari tenipat
penyimpanannya, mengelompekkan koleksi berdasarkan
jenis dan nomor panggilnya dan mengembalikan koleksi
ke tempat penyimpanannya yang tepat. Perhitungan
volume shelving menjadi total koleksi yang dishelving
dikali shelving accuracy hasil perhitungan SO 11620.
Misalnya dalam satu tahun terdapat 100.000 koleksi
vang di-shelving dan shelving accuracy yang ditetapkan
sebesar 50% maka volumenya menjadi 100.000 x 50% =
50.000

3. Penghitungan satuan pada kegiatan pelestarian informasi
dihitung dengan 1 frame tiap 25 frame untuk
perpustakaan yang menggunakan teknologi termutakhir.

9) Hitung total formasi Jabatan Fungsional Pustakawan per
jenjang jabatan dengarn rumus berikut:

SW ,
TFP= ——— X orang
JKE

Keterangan:

s TFP (Total Formasi Pustakawan) adalah jumlah pejabat
fungsional Pustakawan yang diperlukan untuk

melaksanakan seluruh beban kerja/kegiatan
kepustakawanan di Perpustakaan di Instansi Pusat dan
Daerah.

e JW adalah jumlah jam seluruh waktu untuk menyelesaikan
volume beban kerja/kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai
dengan jenjang jabatan fungsional Pustakawan (hasil
perhitungan angka (8)).

o JKE (Jam Kerja Efektil) adalah ketentuan jumlah jam kerja
yang harus dipenuhi atau dignnakan oleh seorang pejabat
fungsional Pustakawan untuk melaksanakan kegiatan
pekerjaannya dalam waktu 1 (satu) tahun, yaitu sebanyak
1.250 jam (angka (3)).
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10) Bulatkan ke atas hasil penghitungan total formasi Pustakawar.

Contoh penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan per
jenjang jabatan sebagaimana terdapat pada Anak Lampiran 2 sampai
dengan Anak Lampiran 8.

2. Lowongan Formasi

Lowongan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan diperoleh dengan
mernigguniakan rumus sebagai berilait:

LFP = TFP — (JFP + JPM — JPN — JPB)

Keterangan:

o LIP (Lowongan Formasi Pustakawan) adalah jumlah lowongan
formasi Jabatan Fungsional Pustakawan dalam jenjang jabatan
tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung.

s TIFP (Total Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan) adalah total
formasi Jabatan Fungsional Pustakawan dalam jenjang jabatan
tertentu yang diperlukan pada tahun yang dihitung.

e JFP (Jumlah Formasi Pejabat Fungsional Pustakawan) adalah
jumlah pejabat fungsional Pustakawan yang ada saat ini dalam
jenjang jabatan tertentu.

« JPM (Jumlah Pustakawan Masuk) adalah perkiraan jumlah pejabat
fungsional Pustakawan vang masuk dalam jenjang jabatan
tertentu pada periede mulai saat ini sampai dengan tahun yang
dihitung karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah
ke jenjang jabatan tertentu.

o JPN (Jumlah Pustakawan Naik) adalah perkiraan jumlah pejabat
fungsional Pustakawan yang naik pada periode mulai saat ini
sampai dengan tahuin yang dihitung dari jenjang jabatan tertentu
ke jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

e JPB (Jumlah Pustakawan Berhenti) adalal perkiraan jumlah
Pustakawan yang berhenti dari Jabatan Fungsional Pustakawan
jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai
dengan tahun yang dihitung. Pejabat Pustakawan tersebut keluar
dari Jabatan Fulingsional Pustakawan karena berhenti atau
meninggal dunia atau pensiun atan pindah tugas.

Contoh Cara Penghitungan Lowongan Formasi

Diketali:
o TFP (Total Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan berdasarkan
hitungan) = ... orang.

¢ JFP (Jumlah pejabat fungsional Pustakawan dalam jenjang yang
dihitung) = ... orang.
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e JPM (Jumlah pejabat fungsional Pustakawan masuk ke jenjang
yang dihitung) = ... orang.

o JPN (Jumlah pejabat fungsional Pustakawan yang naik ke jenjang
jabatan setingkat lebih tinggi) = ... orang.

e JPB (Jumlalr pejabat fungsional Pustakawan yvang berhenti) = ...
orang.

Contoh penghitungan lowongan untuk jenjang Pustakawan Ahli
Muda:

LFP = TFP - (JFP + JPM — JPN — JPB)

LFP = 3 - (3+2-2-1)

=3-2
=
Keterangan:

TEP = 3 diperoleh dari hasil perhitungan formasi JFP untuk
Pustakawan Ahli Muda (lihat Anak Lampiran 2 hlm. 46).

JEP = 3 diperoleh dari jumlah pejabat fungsional Pustakawan Ahli
Muda yang sudah ada di instansi.

JPM = 2 diperoleh dari pengangkatan pertama ke JFP jenjang Ahli
Muda.

JPN = 2 diperoleh dari yang akan naik ke JFP jenjang Ahli Madya.

JPB = 1 diperaleh dari jumlah pejabat fungsional Pustakawan yang
pensiuri,

Dengan demikian, lowongan jenjang Pustakawan Anhli Muda di
instansi X adalahi 1 orang.

C:. Pengusulan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan
1. Pengusulan Formasi pada Instansi Pusat
a) Pengusulan Formasi

1) PPK Pusat mengajukan usul formasi Jabatan Fungsional
Pustakawan bagi PNS Pusat kepada Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selanjutnya disebut
MenPAN-RB) dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara (selanjutnya disebut BKN) dan Kepala Perpustakaan
Nasional;

2) Perpustakaan Nasional memvalidasi usulan formasi Jabatan
Fungsional Pustakawan niglalui e-formasi,
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3) Hasil validasi disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional
kepada MenPAN-RB;

4) Berdasarkan tembusan tentanig usulan formasi Jabatan
Fungsional Pustakawan, Kepala BKN membuat surat Hasil
Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi Jabatan Fungsional
Pustakawan kepada MenPAN-RB sebagai bahan untuk
penetapan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan;

S) MenPAN-RB meminta pendapat Menteri Keunangan terkait
ketersediaan anggaran belanja pegawai;

6) Menteri Keuangan memberikan pendapat tentang
ketersediaan belanja pegawai terkait usulan formasi Jabatan
Fungsional Pustakawan kepada MenPAN-RB;

7) MenPAN-RB memberikan persetujuan prinsip formasi Jabatan
Fungsional Pustakawan yang diusulkan oleh instansi Pusat
dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangar;

8) Instansi Pusat menyampaikan rincian tambahan alokasi
formasi kepada MenPAN-RB;

9) MenPAN-RB menetapkan formasi Jabatan Fungsional
Pustakawan bagi PNS Pusat bersama dengan jabatan lainnya
dan disampaikan kepada instansi Pusat ditembuskan kepada:

a) Kepala Perpustakaan Nasional
b) Kepala BKN.

Gambar 1

Alur Proses Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan dari
Instansi Pusat

1. PPK:Pusat mengajukan wsul formasiIFP bagi
1 PNS Pusat kepada MenPAN-RB, tembusan
ki T ok S i et kepada Kepala BKN dan Kepala Perpustakaan
Nasional;

2, Rerpustakaan Nasional memvalidasi usulan
formasi IFP melalui e-formasi, dan
menyampaikan hasilnya kepada MenPAN-RB;

. Kepala BKN membuat surat Hasil
Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi
Jabatan Fungsional Pustakawan kepada
MenPAN-RB

- MenPAN-RB meminta pendapat Menteri
Keuangan terkait ketersediaan anggaran
belanja pegawar;

. Menteri Keuangan memberikan pendapat

| 2 tentang ketersediaan belanja pegawai terkait
KEMENPAN-RB —— PERPUSTAKAAN usulan formasi IFP;
\_ - NASIONAL MenPAN-RB memberikan persetujuan prinsip

— . formasl JFP yang diusulkan oleh instansi

I 1 & 8 .~ Pusat dengan memperhatikan pendapat
5
y

PPK Pusat

== -
w

BKN

FS

e
w

2

Menteri Keuangan;

7. Instansi Pusat menyampaikan rincian
tambahan aloKasi formasi kepada MenPAN-
RB:

8. MenPAN-RB menetapkan formasi JFP bagi
PNS Pusat bersama dengan jabatan lainnya;
disampaikan kepada Instansi Pusat dan
ditembuskan kepada Kepala Perpustakaan
Nasional dan Kepala BKN.
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b) Pengusulan dan Penetapan Formasi pada [nstansi Daerah

1) PPK Daeral Previnsi mengajukan usul permintaan pertimbangan
penetapan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan bagi PNS
Daerah Provinsi kepada MenPAN-RB, dengan tenmibusan Kepala
BKN dan Kepala Perpustakaan Nasional;

2) PPK Daerah Kabupaten/Kota mengajukan usul permintaan
pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan
bagi PNS Kabupaten/Kota kepada MenPAN-RB dengan tembusarn
Kepala BKN dan Kepala Perpustakaan Nasional, yang
dikoordinasikan Gubernur;

3) Perpustakaan Nasional memvalidasi usulan formasi Jabatan
Fungsional Pustakawan melalui e-formasi;

4) Hasil validasi disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional kepada
MenPAN-RB;

5) Berdasarkan tembusan mengenai usulan formasi Jabatan
Fungsional Pustakawan, Kepala BKN membuat surat Hasil
Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi Jabatan Fungsional
Pustakawan kepada MenPAN-RB sebagai bahan untuk penetapan
formasi Jabatan Fungsional Pustakawar,

6) MenPAN-RB meminta pendapat Menteri Keuangan terkait
ketersediaan anggaran belanja pegawai;

7) Menteri Keuangan memberikan pendapat tentang ketersediaan
belanja pegawai terkait usulan formasi Jabatan Fungsional
Pustakawan;

8) MenPAN-RB memberikan persetujuan prinsip formasi Jabatan
Fungsional Pustakawan yang diusulkan oleh instansi Daerah
dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan,

9) PPK Daerah Provinsi dan PPK Daerah Kabupaten/Kota, dengan
koordinasi Gubernur, menyanipaikan rincian tambahan alokasi
formasi kepada MenPAN-RB;

10) MenPAN-RB  meénetapkan  Formasi Jabatan  Fungsional
Pustakawan bagi PNS Daerah disampaikan kepada PPK Daerah
vang bersangkutan, bersama dengan jabatan lainnya, dengan
ditembuskan kepada:

a) Kepala Perpustakaan Nasional;
b) Kepala BKN;
¢) Gubernur (untuk penetapan formasi Kabupaten/Kota).
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Gambar 2

Alur Proses Pengusulan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional
Pustakawan dari Instansi Daerah

FPK Daerah 1
.‘____..__.._._..
m————
A A 1 I
1 1
1
6] 7] 8
BKN
4 v

KEMENPAN-RB l ¢ PERPUSTAKAAN
[ - NASIONAL

[KEMENKEU GUbERAUr

=

. PPK Daerah mengajukan usul formasi JFP bagi

PNS Daerah kepada MenPAN-RB; tembusan

kepada MenPAN-RB

o

belanja pegawai;

i

A -

o

Menteri Keuangan;

kepada BKN dan Perpustakaan Nasional;

2, Perpustakaan Nasjonal memvalidasi usulan
formasi IFP melalui e-formasi, dan
menyampaikan hasil kepada MenPAN-RB;

3. Kepala BKN membuat Surat Hasil
Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi JFP

. MenPAN-RB meminta pendapat Menteri
Keuangan terkait ketersediaan anggaran

. Menteri Keuangan memberikan pendapat
‘tentang ketersediaan belanja pegawaiterkait
usulan formasi JFP kepada MenPAN-RB;

. MenPAN-RB memberikan persetujuan prinsip
formasiJFP yang diusulkan oleh instansi
Daerah dengan memperhatikan pendapat

7. FPK Daerah menyampaikan rincian tambahan
alokasi formasi kepada MenPAN-RB;

o

MenPAN-RB menetapkan formasi JEP bagi
PNS -Daerah bersarna dengan jabatan lainnya,

disampaikan kepada instansi Daerah dan
ditembuskan kepada Kepala Perpustakaan
Nasional, Kepala BKN, dan Gubernur,

BAB I

PENUTUP

Perpustakaan Nasional sebagai

Instansi Pembina Jabatan Fungsional
Pustakawan mempunyai tugas menyusun Pedoman Penyusunan Formasi
Jabatan Fungsional Pustakawan sebagai dasar untuk menghitung formasi
Jabatan Fungsional Pustakawan yang dibutubkan Perpustakaan di instansi
Pusat dan Daerah. Dengan terbitnya pedoman ini diharapkan kinerja dan karir
Pustakawan meningkat secara optimal sehingga dapat mendukung pencapaian
tugas dan fungsi instansi Pusat dan Daerah.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO
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ANAK LAMFIRAN 1

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

TUGAS POKOK PUSTAKAWAN
SESUAI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA NOMOR'9 TAHUN 2014 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA

1. Pengelolaan Perpustakaan, meliputi:

a. Perencanaan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan; dan

b. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaarn,
2. Pelayanan Perpustakaan, meliputi:

a. Pelayanan tekmnis; dan

b. Pelayanan pemustaka.
3. Pengembangan Sistem Kepustakawanan, meliputi:

a. Pengkajian kepustakawanan;

b. Pengembangan kepustakawanan;

c. Penganalisisan/pengkritisian karya kepustakawanan; dan

d. Penelaahan pengembangan sistem Kepustakawanar.
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ANAK LAMPIRAN 2

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

CONTOH PENGHITUNGAN FORMASL JABATAN PUSTAKAWAN TERAMPIL

Wakty Efektif untuk Valume e
SATUAN ANGKA Menyelesatkan Sul Kegiatan oo
Bo SR Lo Lt d ERCIATAY HASIL KREDIT Butir Kegistan dalam Satiy v’;"’m’_{fﬁ_‘
{kolom 6 : 0.004) Talmn o
1 2 3 a s 6 7 8 9
a Pengelalaan A.  Perencanaan 1. Persiapan
Perpustakaan ryelengga.-
Kegioten. 4, Mengumpulkan data Laparan 0.036 0,00 4 36.00
L. | Pelayanan A Pelayanan Teknis 1 Pengembangan kolelsi
Perpustakaan
Mengadakan Pahan
& Perpustakaan
1)  menghimpun alat
seleksi bahan Jadal ©.008 0.75 200 15000
perpustakasn
2)  mengidentifika-si
bahan perpustakaan Jodol 0.004 1.00 200 20000
untuk pengadaan
4y membuat desiderata Judul 0.001 0.25 500 125.00
5] meregistrasi bahan .
p rtadcmars Eksemplar 0.001 0.25 1000 250.00
Wakmo Efekuf untak Volame
K 1 v Waktu untuk
"o UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN gy it M’;‘{z’w““.‘" sl -t Mengelesiken:
2 kol X Volume Kegiatan
lom & ; 0,004) Tahun
A 2 3 4 5 6 7 8 9
b, Menyusun dafter tanbahan
Bahan Perpustakaan Cantuman 0,001 0.25 1000 250,00
(aecesson list)
2. Pengolshan Bahan Perpustakaan
a.  Memverifikasi data
bibliogras Jadul 0.001 0.25 1000 250.00
b. Melakukan katalogisas:
deskriptif:
1) Salinan Judul 0,001 0.25 300 75.00
4. Melakuksn alih data
bibliografi sccara:
1) Manual Caninman 0.001 0.25 o 0.00
2)  Elektronik Cantusman 0.002 0.50 500 250.00
e, Membuat kelengkapen
Babian Perpustakasn Eksemplar 0.008 0.75 500 375.00
3 Penyimpanen dan Perawatan
Koleksi Parpustakaan
b, Mengeluarkan koleksi
perpustakaan dari jajaran p
i T Eksemplar 0.001 0.25 200 50.00
pelestarian
€. Merawat koleksi
perpustakaan bersifat:
1] Pencegshan Eksemplar 0.002 0.50 100 50.00
d. Mereproduksi koleksi
P dalam
bentul:
1) Tercetak Lexbar 0.001 0.25 5000 1250.00
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Waken Kol mmlk | Volgme Walitu untuk
50 URSUR SUB UNSUR KEGIATAN o | e | e | et Menyelesaken
(kolom & ; 0,004) Tebun PR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
& Mengelola jajaran kolekst
prves. i gt Fksemplar 0.003 0.75 5000 3750.00
Pelayanan 1. Melakukan layanan peminjaman 2 %
sl prempeg sromyd Judul 0.001 025 1000 250,00
e Melakukan layanan perpustakaan
e Jam 0.022 5.50 o 0.00
7275.00
Formas: Jabatan Fungsional Pustekawen Terampil
7275,00
—————— - Xorang = 5,82 orang ™~ 6 orang
1.250
ANAK LAMPIRAN 3
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
CONTOH PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN PUSTAKAWAN MAMIR
Wakeo Efeletif untuk | Volume
o . e Wakto antuk
o UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN Shrcw b M’;ﬁ;’:‘é‘;‘,‘:" -l Menysicsacen
[kolom 6 : 0.010) Takiun o Rapaten
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I | Pengelolaan Percncanaan 1, Persiapan
aka
TRt Regiatan Pecpistalonad b)  Mengolahdata Laporan 0.2 12,00 4 48.00
2 Menyusun rencana kerja
" operasional
b)  Peserta/angeota Waskaly 022 22.00 4 88,00
Monitoring dan 1. Melakukan monitoring
f,:'yfl‘;g"m proyslenggenean Perpustakesn | 4oy 0275 27.50 4 110.00
Kegistan Perpustakaan
M. | Pelayanan A. Pelayenan Tekeis 2. Pengolahan Baban |
Perpustakaan Perpustakaan
b, Melakukan katalogisasi
deskriptif:
2)  tmgkat satu Judul 0.008 030 o 0.00
. Mengelola data bibliograh
dalam benbuk:
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Walau Efektil nomuk Volume

. ; ; Waktu untk
" SATUAN ARGKA Menyelesaiken Sub | Kegiatan »
HO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN Y biaais s Butir Kegs iy eyl vMenvel?:llmn
(kolom 6 : 0,010) Tahun inthe Exgusin
1 2 3 4 5 6 7 8 o
1) kartu katalog Qanti-man 0.002 020 0 0.00
1. Membum klipmg Judul 0.005 050 500 250,00

3. Penyimpanan dan perawatan
Koleks: Perpustakaan

a. Mengidentifikasi

kerusakan Koleks: Eksemplar 0.003 0.30 10000 3000.00
Perpustakaan
€ Merawat Koleksi
Perpustakaan bersifat:
2) Penangeman Eksenmplar 0.007 0.70 200 140.00
d.  Mereproduksi Koleksi
Perpustakaan dalam
bentuk:
2)  Elektronik Judul 0.001 0.10
» = % teoiebal Judul 0.002 020 10000 2000,
3. Melakukan layanan bahan :
pandang dengar Kali 0.013 130 0 0.00
B SRR L Wiy Kali o011 1100 0 0.00
10 Membuar statstilk
perpustakaan Laporan 0.07 7.00 12 84.00
V. | Pengembangan Sistem A. Pengembangan 2. Promoss Perpustakaan
a. Menyusun matert
publisitas berbentulk Tema 0.07 7.00 25 175.00
poster, lulke
Waktu Efektil uomlk Volume Waktu untuk
" SATUAN ARGKA Menyelesaikan Sulb Kegiatan e
NO UNSUR SUB UNSUR KEGIATAN HASIL KREDIT Bufir Keg Jam Sett vaV(-‘J?;nkm
(kelom 6 : 0,010) Tahun olnme egrotan
1 2 3 4 5 6 7 38 o
pembatas buku, stiker,
dan sejenisnya
b,  Menyelenggarakan
pameran sebagai:
1) penata pameran Iali | 0.138 13.80 a 55.20
2) pemandu pameran )
& di - Hari | 0.125 12,50 12 150.00
6052.20
4.8418
Formasi Jabaten Pustalawan Mair:
6052.20
- X orang = 4,8418 orang ~'5 orang
1.250
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PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
CONTOH PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN PUSTAKAWAN PENY ELIA
Walctii Efelctif Valiine
. p . = Walktu untuk
SATIAN ANGKA | untukMenyelesaikan | K :
e RO CUBIRRIE ERIAATAN) HASIL KREDIT | Sub Butir Kegiatan | dalam Sawu [ Menvelesakan
{kolam 6 : 0.020) Tahun e Begatas
2 3 a 5 6 7 8 a
I | Pengelalaan A.  Perencanaan Persiapan
Perpustakaan -
Kegiatan Perpustakasn Menyusun Rencana Kerja
Operasiansl
a.  Koardinator Naskal: 0.44 22,00 4 88.00
B, Monitaring dan Evaluasi Melakukan Evalansi
Hss: oy i 8 e g Laporan 055 27.50 4 110.00
n Pelay A Teknis ¥ Pengembangan Koleksi
a.  Mengadakan Bahan
Perpuatakasn
b.  Melakuken survet
scderhana kebutahan
Rl P Laparan 0.08 4.00 12.00 48.00
2 Pengolahan Bahan
Walctu Efelctil Volume
4 X Vet untulk
< SATUAN ANGKA untukMenyelesakan Regiatan .
NO UNSUR SUBUNSUR KEGIATAN AL et e P iyl V::fm
(kolom 6 0.020) Tahun o/ Kegatan
2 3 4 5 6 7 8 9
Perpustakaan
b, Melaknkan
katalogisasi deskriptif:
3) tingkat dua Judal 0.008 0.40 0 0.00
¢, Melakukan validasi
e ot st Judul 0.007 0.35 1000 350,00
L Membuat anotasi
kaleks: perpustakaan Judal 0.008 0.40 780 300.00
berbaliasa Indenesia
¢ Melalukan klasifilasi
ringhkas dan
S o Judul 0013 065 750 487.50
subjelc
h.  Melakikan validasi
Klasifikesi vingkas dan Judal 0.013 0.65 750 487,50
tajulk subjels
Melakukan layanan
referensi cepat (quick Permintaan 0.004 0.20 600 120.00
reference)
B Pelayanan F s 4
st Topik 0.009 0.26 500 132,35
Melalarkan layanan " p 1
i’y Wies ol Kali 0.075 2.21 L 221
Melakuken layansn Judul 0.018 053 a8 25.41
pertyebaran informesi
terbaru [ kilat
m Pengembangan Sistem Pengembangan Sasialisani Perpustakaan
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) Walktu Efektil Volume —
No UNSUR SUBUNSUR KEGIATAN A e ‘mz‘?’;‘;:‘:’“ e Meyeiens
(kolom 6: 0.020) Tahun g frgiaten
2 5 7 5 6 7 8 o
& Melaksanakan

pemasyarakatan tentang
kegunaan dan pemanfaatan
Perpustakaan kepada

Pemugtaka

a  Melaksanakan
penyuluhen tatap Kali 0,063 185 3 556
muka dalam kelompok

b. Melaksanakan : P .
i g Y Kali a.075 221 3 662

2 Promosi Perpustakasan
b, Menyelenggarakan
pameran scbagai:

3)  Panitia Kali 0.44 12,94 0 12041
2292.56

1.8340

Formasi Jabatan Pustakawan Peayelia:
22292,56

______ Xorang= 1,8340 orang ™ 2 orang

ANAK LAMPIRAN 5

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

CONTOH PENGHITUNGAN FORMAS] JABATAN PUSTAKAWAN AHL] PERTAMA

Wakty Efekfir Volume Waktu
SATUAN Menyelesaikan Sub R B
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN THASIL AK Butir Eogiatan dalam Menyelesaik
. Satu an Valume
{in 0L 850/00 Tahun Kegiatan
L 2 3 4 5 6 7 8 9
I P A. F 1. Persiapan
Perpi Peny gga-raan |
Kegiatan a.  Mengunipulkan data La 0.8 § 4 %
Perpustakaan s £
. | Pelayanan A. Pelavanan Teknis [ . Pengembangan Koleksi
Perpustakaan t
| b, Mengidentifikasi koleksi -
s o OB Bleerm- | 0.003 03 3000 900
2. [ lahan Bahan Per k
a " fid
Melakukan katalogisasi deskriptil
Bahan Perpustak tingkat tiga Judul 0.008 08 200 160
e, Membuat kata kunei Kata
Kunci 0.001 0.1 1000 Loa
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Wakru Efekeif notuk | 0/0me o s
SATUAN Menyelesaikan Sub Kegiatan untuk
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL AK Butir Kegiatan dalam Menyelesaik
(kolonz 6:0.01) Satu an Volume
s Tahun Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
i Mengelola basis data
kepustakawanan /metadata
elektronik:
1) Membuat cadangan data Cantu- »
‘ ) 0.001 0.1 3000 300
2] Mengelela basis data [data Cariti-
mainenanoe | 0.003 0.3 3000 900
J.  Membuat anctasi koleksi
perpustakaan:
1) Berbahasa daerah duchul 0.007 0.7 0 0
2] Berbahasa asing Juchul 0.007 07
k. Membuat abstrak indikatif koleksi
perpustakaan:
1) Berbahasa Indenesia Judul 0.015 1.5 ] o
2] Berbahasa dacrah Judul 0.018 18 ] o
m. Menyusun literatur sekunder
tercetak/elektronik:
1) Bibliografi Cantu- 0.005 05 1000 500
R Akl Camu- | 4405 05 500 250
3] Kumpulan abstrak Cantu- 0.008 08 500 400
4) Bibliografi beranotasi Cantu- 0.008 0.8 o 0
man
3 ian Koleksi Per
Wakm Efekdf nog [ Volume | Waku
SATUAN Menyelesaikan Sub Kegiatan untuk
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL AK Butir Keglatan dalam Menyelesaik
(kolonz 6:0.01) Satu an Volume
R Tahun Keglatan
1 2 3 4 5 b 7 3 9
b | TR 3
2] Koleksi mikrofis Frame 0.005 0.5 4 0
3) Koleksi mikrofilm Frame 0.005 0.5 o 4]
4 Koleksi foto Lembar 0.005 0.5 0 4]
8. Pelayanan 1 Mengelola layanan sirkulasi Judul 0.005 0.5 500 250
Mengelola layanan pinjam antar
Perpustakaan (intar library loan service) dudul 0.008 o o 9
Mengelola layanan Koleksi Perpustakaan
5 b bulu {non book materfals Servi Judul 0.005 0.5 0 0
8  Mengelela layanan story telling Kali 0.275 27.5 o 0
10 Mengelola layanan bagi pemustaka
berkebutuhan kliusus ey — d 8 3
11 dan i
terseleksi dalam bentuk:
a, Lembar lepas secara q 2 § 4
rak/elektronik Judul 0.02 2 6 2
o wintistlk Laporan 0.05 5 6 30
v, | Pe b A, P kajian k k bersifat;
Sistem " =
1 a. Sederhana [teknis operasional) Naskal 33 320 2 660
B. Pengemban : s per
. e % dan kepustakawanan. sebagai:
2) Penyajl Kali 0.275 27.5 2 58
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Wakmu Efekdf nomk [ Volume o s
SATUAN Menyelesaikan Sub Kegiatan untuk
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL AK B dalam Menyelesaik
utir Kegiatan &
(kalom 6: 0.01) Satu an Volume
R Tahun Keglatan
1 2 3 4 5 B 7 8 Q
6 Promosi Perpustakaan
a, Melakukan publisitas melalui media
cetak dalam bentuk:
1) Berita Naskal 0.04 4 L 16
3) brosur/leaflet/spanduk dan
) Scieiiintivn Naskah 0.165 16.5 3 49.5
b Melakukan publisitas melalui media
elektronik. dalam bentuk:
1) ‘membuat naskah siaran radio Naskah .11 It 4 44
5) membuat naskah dan
mengunggah melalui web Naskal .11 L 2
(intranet/internet)
Menyelenggarakan pameran,
sebagan:
1] Panitia Kali 0.165 16.5 2 33
JUMLAH TOTAL JAM AT17.5
Formasi jabatan Pustakawan Ahli Pertama: 3.7740
4789,5
------ X orang = 3,7740 orang ~ 4 orang
1.250
ANAK LAMPIRAN 6
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
CONTOH PENGHITUNGAN FORMASI PUSTAKAWAN AHLI MUDA
Waktu Efektif Waktu
untuk Volume untuk
n SATUAN Menyelesai-kan Kegiatan Menye-
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL AK Sub Butir dalam S e S
Kegiatan Tahun Volume
(kolom & : 0.02) Regia-tan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1L Pengelolaan A.  Perencanaan Persiapan
FegpRSakaR o o b, Mengolah data Laporan | 0.33 16.5 4 66
PepusEn Penyusunan rencana kerja
b Menyusun rencana kerja
operasional. sebagai
2) peserta/anggota Naskah 0.44 22 4 88
B.  Monitoring dan Melakukan monitoring Laporan 0.55 27.5 El 110
Evaluasi penyelenggaraan perpustakasn
Penyelenggaraan
Kegiatan
Perpustakaan
W, | Pelayanan A, Pelayanan Teknis Pengembangan koleksi
s a.  Mengadakan bahan
perpustakaan:
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Waktu Efektif Waktu
untuk. Volume untuk
UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN PO | am | Wbfmarian | e | e
Kegiatan Tahun Volume
{kalom & : 0.02) Kegia-tan
2 3 4 5 6 X 8 9
1)  Melakukan survei
kebutuhan informasi Laporan 0.77 J8.5 4 154
pemustaka
2) Melakukan seleksi
koleksi perpust Judul 0:007 0.35 100 35
c.  Mengevaluasi koleksi Eksem-
perpustakaan untuk plar 0.005 0.25 3000 750
penyiangan
2 F lahan bahan per
€. Melakukan klasifikasi
kompleks dan menentukan
tajuk subjek Bahan Judul 0.018 0.9 100 90
perpustakasn
g Membuat tajuk kendali:
2] Nama badan korporasi Entri 0.006 0.3 200 60
3] Nama crang Entri 0.005 0.25 200 50
4) Nama geografi Entri 0.005 0.25 150 37.5
B Menyiinting data bibliografi Cait 0,005 0.25 500 125
k. Membuat abstrak indikatif
Koleksi Perpustakaan:
% [Grdwtnmatiog Judul 0.04 2 o 0
L Membuat abstrak informatif
koleksi perpustakaan:
Waktu Efektif Waktu
untuk. Volume untuk
SATUAN " Menyelesai-kan | Kegiatan Menye-
UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL AK Sub Butr il Sath Jgad
Kegiatan Tahun Volume
(kalom & : 0.02) Kegia-tan
2 3 4 5 6 X 8 9
1) Berbahasa Indonesia Judul 0.03 L5 a 0
2) Berbahasa daerah Judul 0.05 25 0 L}
m.  Menyusun literatur sekunder
tercetak/ elektronik:
B e Gamnt |y 0.65 100 65
man
3 Pelestarian koleksi perpustakaan
% Melakukan pelestarian fisik
Keileksi e o Lembar 0.03 LS 100 150
b, Melakukan pelestarian
mformasi:
1 Koleksi perpustakaan
falama foemad dlsl Judud 0.0L 0.5 1000 500
B. Pel F k 3 i
dalam beatuk:
a. pendidikan pemustaka Kali 0.11 55 20 110
7 Melakukan penelusuran informasi
X olnia Topik 0.02 1 100 100
9 Membina kelompok penbaca Kali 0.1 S 0 o
1 Menyusun dan menyebarkan
informasi terseleksi dalam bentuk:
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Formasi Jabatan Pustakawan Ahli Muda:

3452,5
—mememee—- X Orang = 2,7620 orang ™ 3 orang
1.250

www.peraturan.go.id

Waktu Efektif Waktu
untuk. Volume untuk
SATUAN Menyelesai-kan Kegiatan Menye-
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL AK Snb Butir ilarn Sats Yesead
Kegiatan Tahun Volume
{kalom & : 0.02) Kegia-tan
1 2 3 4 5 6 X 8 9
b, paketinlormasi secara
tercetak/clektronik Judul 0.22 11 12 132
1V. | Pengembangan A,  Pengkajian I jian ke
sistem Kepustakawanan bersifat:
e i b.  sederhana (taktis operasional) | Naskah 6.6 330 2 660
B. Pengembangan 3 Memberi konsultasi
yang bersifat
konsep:
b.  kepada perorangan Naskah 0.99 49.5 2 99
5 Scsialisasi perpustakaan
a. Melakukan penyaluhan
tentang pemanfaatan
perpu R
1) penyaji Kali 0.06 3 i 3
b Melaknkan penyuhihan
tentang pengembangan
kepustakawanan:
2) melaksanakan
penyuluhan, sebagai.
b} penyaji Kali 0.06 3 2 6
& Promosi Perpustakaan
b, Melakukan publisitas melalui
media elektronik, dalam
bentuk:
2] menyiarkan naskal Kali 0.0l 0.5 4 2
Waktu Efektif Waktu
un Volume untuk
SATUAN " Menyelesai-kan | Kegiatan Menye-
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL AK Sub Butr il Sath {euai
Kegiatan Tahun Volume
(kalom & : 0.02) Kegia-tan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
melalui radio
e. Menvelenggarakan pameran.
sebagai:
2] pemandu:
a) dalam negeri Hari 0.1 5 12 60
JUMLAH TOTAL JAM 34525
2,7620
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PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

CONTOH PENGHITUNGAN FORMASI| JABATAN PUSTAKAWAN AHLI MADYA

Waktit
Waktu Efektif untuk Volume untuk
» - " SATUAN > il Sub i Menye-
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL AK Butir Kegiatan dulam Bdtn gy
kolom 6: 0.03) Tahun Volume
Kegiatan
1 2 3 4 5 G 7 8 9
IL. | Pengelolaan A. Perencanaan Penyusunan rencana kerja
Perpustakaan enyel :
Kegiatan a. Menyusun rencana kerja
Per 3 strategis. sebagai:
2) peserta/anggota Naskah 1.155 38.50 1 38.50
b Menyusun rencana kerja
operasional. sebagai:
1) koordinator Naskah 0.66 22 10 220
B. Monitoring dan Melakukan evaluasi Laporan 0.825 27.50 10 275.00
Evaluasi penyelenggaraan perpustakaan
Periyelenggaraan
Kegiatan
Perpustakaan
Waktu
Waktu Efektif untuk. Volume untuk
SATUAN . 1k Sub Kegiat: Menye-
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL AK Butir Kegiatan dalarn Sarn \egaikan
[kelom &: 0.03) Tahun Velume
Kegiatan
1 2 3 4 35 a | 8 8
I, | Pelayanan A. Pelayanan Teknis Pengembangan koleksi
Perpustakaan
d.  Mengelola koleksi it
perpustakaan hasil glaw 0.008 0.27 150 40.00
penyiangan
F bahan pery
b, Melakukan validasi Carbi
katalogisasi deskriptil bahan mon 0.018 0.60 100 60.00
perpustakaan tingkat tiga
d.  Membuat panduan pustaka .
i 0. . X
{pathfinder) Entri Q15 0.50 10 5.00
f. Melakukan validasi
klasifikagi kompleks dan . y
tajuk subjek bahan Judul 0.028 093 100 93.33
perpustakaan
% Membuat tajuk kendali:
1) subjek Entri 0.015 0.50 400 200.00
i Mengelola basis data
kepustakawanan/metadata
elektronik:
3) melakukan validasi et
data di pangkalan A 0.01 0.33 3000 1000:00
man
data
1L Membuat abstrak informatil
koleksi perpustakaan:
3) berbahasa asing Judul 0.06 2.00 0 0.00
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Waktu
Waktu Efektif untuk Volume untuk
SATUAN i ik Sub Kegiat: Menye-
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL AK Butir Kegiatan Jer Sata \esaikai
[kolom &: 0.03) Tahun Volume:
Kegiatan
¥ 2 3 4 3 f il 8 2
B. Pelayanan 2 Ikl s .
Pemustaka dalam bentuk:
b. literasi informasi Kali 0.33 11.00 1 11.00
4 Mengelola layanan eresources Kali 0.008 0.27 1000 266,67
6 Melakuk P—
b e | Kali 0.105 3.50 100 350:00
V. | P g A, Pengkaji kaji
Sistem K k bersifat:
L o kompleks (strategis scktoral] | Naskah 9.9 330.00 2 660.00
B. Pengembangan 1 Membuat prototip/medel 0.00
Per
4 diakui untuk lingkup .
kelembagaan Prototip 168 65.00 2 110.00
&  Memberi konsultasi
kepustakawanan yang bersifat
Kkonsep:
a. kepada institusi Naskah 1.485 49.50 0 0.00
5 Sosialisasi perpustakaan
a Melakukan penyuluhan
tentang pemanfaatan
perpustakaan:
1] mengidentifikasi .
potensi wilayah Naskah 0:.99 33.00 0 0.00
21 melaksanakan
penyuluhan, sebagai: 0.0 000
Waktu
Waktu Efektif untuk. Volume untuk
SATUAN . i Sub Kegiat: Menye-
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL AK Butir Keglatan Jom Sarn \egaikan
[kolom &: 0.03) Tahun Velume
Kegiatan
1 2 3 % 3 a 2 8 ]
a) nara sumber Kali .09 3.00 0 0.00
-8 Melakukan sosialisasi
perpustakaan dan
kepustakawanan. sebagai:
1] nara sumber Naskah 0.495 16.50 4 66.00
a. Melakukan publisitas
melalui media cetak dalam
bentuk:
2) sinopsis naskah 0.12 4.00 o 0.00
b. Melakukan publisitas
melalui media ¢lektronik,
dalam bentuk:
3) membuar naskal »
" tElevisi Naskah 0.33 11.00 0 0.00
4) menyiarkan naskah 7
snelalal televisl Kali 0.09 3.00 o 000
6) membuat naskal film
bentuk audio visual Naskal 0.495 16.50 0 0.00
o Menyelenggarakan pamera,
sebagai:
2) pemandu:
(b)  luarnegeri Hari 0.165 5.50 Q 0.00
3) perancang desain kali 0.165 5.50 0 0.00
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Waktu
Waktu Efektif untuk Volume untuk
SATUAN . ik Sub Kegiat: Menye-
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL AK Butir Keglatan Sares Bt lesaik
[kelom &: 0.03) Tahun Velume:
Kegiatan
1 2 3 4 5 f 7 8 8
. lisisan/ lisis/mengkritisi karya
Pengkritisian Karva kepustakawanan:
4 menganalisis/membuat kritik
. karya sistem kepustakawanan Naskah 0.3 10.00 4 40.00
JUMIAH TOTALJAM 3435.5
2,748

FortnasiJabatan Pustakawan Ahli Madya:

34355
= X orang = 2,748 orang ~3 orang
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PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

CONTOH PENGHITUNGAN FORMAS] JABATAN PUSTAKAWAN AHLI TAMA

Wakfu Bfektif Volume
untuk TR Waktu untuk
N . SATUAN . Kegiatan .
NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL AK Menyelesaikan Sub dalam Sato Menyelesaikan
Butir Kegiatan Tahun Volume: Kegiatan
{kolom 6: 0.04)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. | Pengelolaan A, Perencanaan 2. Penyusunan rencana kerja
Perpustakaan y
Kegiatan Perpustakaan 1} koardinatar Naskah 2.2 55 1 55
V. | Pengembangan Sistemn | A, Pengkajian Melakukan pengkajian
Rer: k K bersifat:
d. kompleks (strategis ;
aaxionalf Naskah | 15.4 385 2 770
B, Pengembangan I, Membuat prototip/model
per
b, dipatenkan Protetip. | 3.3 825 o 0
2. Mengembangkan &
o 3o B Y Protetip. | 1.1 275 2 55
4. Membangun jejaring
perpustakaan:
a. tingkat nasional Naskah 8.8 220 2 440
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Waktu Efekul Volume
. SATUAN Mok Kegiatan Waktu untuk
NO UNSUR SIUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL AK Menyelesaikan Sub dalam Satu Menyelesaikan
Butir Kegiatan Tahun Velume Kegiatan
(kolom 6: 0.04)
1 2 3 hiF 5 6 7 8 9
b. tngkat internasional Naskaly i 275 1 275
5 Sosialisasi perpustakaan
a.  Melaknkan peavulithan
tentang pe E
perpustakaamn:
1)  mengidentifikasi
potensi wilayah Naskah 0.99 24.75 1 24.75
2) melaksanakan
penyuluhan,
sebagai:
a)  nara sumber Kali 0.09 225 1 225
G F i / is/ itisi Karya
Pengkritisian Karya Kepustakawanan:
Renusi R b. menvempurnakan sistem
bekasatan Naskah 0,44 11 3 33
D, Penelaahan N laah Sistem . 55
Pengembangan Naskah 22 55 3 165
JUMLAH TOTAL JAM 1655
13240

Formasi Jabatan Pustakawan Ahli Utama:
X orang = 1,.3240 orang ~ 1 orang
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